GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

Menimbang :

Mengingat

KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan

daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat;

. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

188.34-4757 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dibatalkan karena
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam buruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945;




2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor
5679) ;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4757 Tahun
2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KAIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJAD! KEWENANGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR O TAHUN 2008 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINST
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menjalankan roda pememntahanh_;: S
daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian < Urusan Pemerintahan Aﬁt&ra:f'_
Pemerintah, Pemerintah Daerah Prown31 dan Pemermta_han RS
Daerah Kabupaten/Kota, Pemierintah Provinsi Kahmamaﬁ:_. R
Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor O Tahun R
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Men;adlf- RIS L
Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat; =~ S e

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menten Dalam Negerl Nomor:'?-"!.-_.g;_'.ﬁ S

Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Kahmantan Barat_* G
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemermtahan Yang
Menjadi Kewenangan Provinsi: Kahmantan Barat, Peraturan‘
Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dlbatalkan ‘karena
bertentangan dengan Undang~Undang I\%omor 23 Ta.hun : o
2014 tentang Pemerintahan Daerah; o _ £

c. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagalmana dlma}e;sudf_z-_'-;i"'
dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan. Daerah Nomor 9
Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah sesum Ie;etenman i
peraturan perundang-undangan; T e

d. bahwa berdasarkan pertunbangan Sebagalmana d1maksud:;--'--
dalam huruf a, huraf b dan hurof ¢ maka perlu membe:nmk-__
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Baerahf{ e n
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemem'ltahan Yang' S
Menjadi Kewenangan Provinsi Kahman‘i:an Barat BRI

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undaﬂg Dasar Negara Republlk'_'_3:?-'i-§;:";_:'::EE:':
Indonesia Tahun 1945; R SR




2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang . .
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provmsz Kahmantarf Sl de
Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran' Pl
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor = 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inc‘xonema Nomor . -
1106; | e

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1' tentéa'ifg
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran* S
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82,
Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesm Nomoz' .
5234); -

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2’014 tentaﬁg;g.'_ R
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ‘diubah beberapa_’ R R
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun S
2015 tentang Pembahan Kedua Atas Uﬁdang~{}ﬁdaﬁg Nomior ~ -
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran =
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ‘Nomor 58, RS f
Tambahan Lembaran Neraga Repubhk Inc"iones1a Nomor}-
5679) ; o (s

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015' g
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah; = .

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 34 4—757 Tahun'-' Rl
2016 tentang ' Pembatalan Beberapa - Ketentuan = Dari = =~
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantar Bazat Nomor 9 Tahun .
2008 tentang Urusan = Pemerintahan Yang Men_;acii,
Kewenangan Provinsi Kahmantan Baxat e ST

Dengan Persetujuan Bersama |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ~
GUBERNUR KAIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN’DAERAHfTENTANG—PENCABUTAN’PERATURANTjE.. G
DAERAH NOMOR 9 TAHUN - 2008 TENTANG URUSAN. = =
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PRDVINSI -j- SEt e
KALIMANTAN BARAT gLt

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemenntahan?f’
Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat - (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Leimbaran Daerah ';’:_1-'
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) dicabut dan dmyatakan tldak berlaku




Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

0 Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Okteber 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/193/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
/{EPABIRO HUKUM,
« SN

£
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SUHERM.

AN, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19701110 200212 1 005
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. - Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

0 Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/193/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19701110 200212 1 005




